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. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP
- NOMOR 178 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN |
RINCIAN, DAN PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 202 1

a.

b

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan

Nomor : 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan :

Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang
Pengelolaan Dana Desa, maka Peraturan Bupati Cilacap
Nomor 178 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian,
Penetapan Rincian, dan Pedoman Penggunaan Dana Desa
Setiap Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan -Bupati Cilacap
Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Cilacap Nomor 178 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pembagian, Penetapan Rincian, dan Pedoman -Penggunaan

- Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran

- 2021, perlu diubah dan disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dimaksud
‘dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap
Nomor 178 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian,
Penetapan Rincian, dan Pedoman Penggunaan Dana Desa
Setiap Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa

Tengah (Berita Negara Republik Indonesm Tahun 1950 Nomor

12);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20 14 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11

‘Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran‘
Negara Republik Indonesia Nomor 657 3);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

‘Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor
6573); - o -



Menetapkan

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

O. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
- tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 632 1); |

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap

Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Cilacap Nomor 134)

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018
tentang Pokok-Pokok  Pengelolaan Keuangan  Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 159);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun
2020 Nomor 7); |

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 178 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN, DAN
PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA SETIAP DESA DI
KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2021. '



' Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 178 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian, dan Pedoman Penggunaan Dana
Desa Setiap Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 178), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) diubah dan diantara ayat (5) dan ayat (6)
disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai

berikut:

PaSal 9

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke
RKD melalui RKUD.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran
dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

(3) Pemotongan Dana Desa setiap daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil
pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari
Bupati. '

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap
' Desa, dengan rincian :

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi

kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan
bulan kelima dan kebutuhan Dana Desa untuk penanganan pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling cepat bulan Januari; dan

. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan

bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan
paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua
‘sampai dengan bulan kelima;

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap
Desa, dengan rincian:

1.

40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi
kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan
bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan

. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan

bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan
paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh
sampail dengan bulan kesepuluh; dan

c. tahap IIl sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap
Desa, dengan rincian:

1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi

kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai
dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan

. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai

dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan
kesebelas dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua
belas. -

(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa
berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:

a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) darl pagu Dana Desa setiap
Desa, dengan rincian:



1. 60% ( enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi
kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan
bulan ketujuh dan kebutuhan Dana Desa untuk penanganan
pandeml Corona Virus Dzsease 2019 ( COVID-19) paling cepat bulan
Januari; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan
bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan
paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua
sampai dengan bulan ketujuh; dan |

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap

Desa, dengan rincian:

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi
kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai
dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai
dengan bulan kedua belas palmg cepat bulan Agustus untuk bulan
kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk
bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat
akhir bulan November untuk bulan kedua belas.

(5a) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa

(6)

(7)

hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
dalam Indeks Desa Membangun.

Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah
Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa

- melalui Camat.

Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Desa menyampaikan
dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:

a.penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berupa
Peraturan Desa mengenai APBDes; dan

b. penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, oleh Kepala
Desa terdiri dari:

1. laporan realisasi penyerapan dan capalan keluaran dana desa
tahun anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap I
menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar
50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran
menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari
dana desa tahap I yang telah disaluirkan;

3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima
manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan
tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan

4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa

- Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di
Rekening Kas Desa (RKD) antara Pemerintah Daerah dengan
Pemerintah Desa.

c. Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, oleh Kepala
Desa terdiri dari:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
sampail dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan
paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata
capaian Kkeluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh
puluh lima persen); dan



2.

laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun
anggaran sebelumnya.

(8) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa menyampaikan
dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:

a. penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, berupa
Peraturan Desa mengenai APBDes; dan

b. penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, oleh Kepala
Desa terdiri dari:

1.

2.

laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
tahun anggaran sebelumnya;

laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit
sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran
menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);

. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima

manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan
tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan

. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun

anggaran sebelumnya.

. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulauf sisa Dana Desa

Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di
Rekening Kas Desa (RKD) antara Pemerintah Daerah dengan
Pemerintah Desa.

(9) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b angka 2 dan
huruf ¢ angka 1 dan 2, pada ayat (8) huruf b angka 1 dan 2 dihitung
berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.

(10) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dilakukan sesuai tabel
referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume
keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

(11) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dengan kondisi
penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan
ayat (10).

(12) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Bupati
menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak
salur kepada Kepala KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara)
selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran).

(13) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) belum
memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan
tabel referensi kepada Bupati untuk melakukan pemutakhiran.

(14) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) mengacu
pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (5) diubah dan diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan
ayat (5a), ayat (5b), ayat (5¢), ayat (5d), ayat (5¢), dan ayat (5f) sehingga Pasal 10
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 10.

Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan
pengembangan sektor prioritas di Desa.

Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring
pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan

menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui
Badan Usaha Milik Desa.



(3)

(4)

()
(5a)
(Sb)

(Sc)

(5d)

(5€)

(51)
(6)

(7)

(8)

- ©)

(10)

Pengembangan sektor pr1or1tas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian,

peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan
fasilitas kesehatan.

Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT
Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) '

termasuk pendanaan kegiatan dalam rangka penanganan pandemic Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai kewenangan Desa.

Pendanaan kegiatan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan
paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) di luar
dan tidak termasuk pendanaan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (4).

Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana
dimaksud pada ayat (5a), dilakukan melalui pos komando penanganan

pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tingkat Desa atau pos
jaga di Desa.

Pos komando penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5c) memiliki fungsi:

a. pencegahan;

b. penanganan;

c. pembinaan; dan

b. pendukung pelaksanaan penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) di tingkat Desa.

Rincian kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) termasuk pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Mikro di Desa yang dilaksanakan oleh Desa berdasarkan fungsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (5e), berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kepala Desa melakukan penyesuaian penggunaan Dana Desa atas kegiatan
penanganan pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman
pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan
sektor prioritas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi
prioritas kegiatan, Anggaran dan Belanja Desa yang disepakati dan
diputuskan melalui Musyawarah Desa. -

Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan
APBDesa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk
dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) setelah mendapat persetujuan Bupati.

(11) Mekanisme pengajuan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat

(10) adalah sebagai berikut :

a.diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat ketika
‘melakukan proses penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;



b.persetujuan Bupati diberikan sebelum rancangan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan;

c.apabila Bupati tidak menyetujui maka Desa tidak diperbolehkan
mengalokasikan Dana Desa untuk kegiatan tersebut.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahumya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 7 JU 2021

BUPATI/CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan diCilac
pada tanggal Z J UL Zﬁf]

WKRETARIS DAERAH

FARID MA’RUF -
- BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021 NOMOR 8 G



